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Yth. Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua BKTRN;


Para Menteri anggota BKTRN dan Tim Teknis BKTRN;


Ketua Komisi II, IV, dan IX DPR RI;


Para Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi;


Para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di Surabaya ini.

Rapat Kerja Nasional BKTRN yang dilaksanakan hari ini saya pandang mempunyai nilai yang sangat strategis. Saya katakan sangat strategis oleh karena semenjak ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, baru kali ini BKTRN dan Para Gubernur dapat duduk bersama, membahas berbagai permasalahan dan upaya alternatif optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang secara komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu, melalui Rakernas yang dihadiri oleh para pengambil kebijakan Penataan Ruang di tingkat Nasional dan Daerah dapatlah kita putuskan pembaharuan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Penataan Ruang guna memberikan landasan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan tema Rakernas saat ini yakni Penataan Ruang sebagai Landasan untuk Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dirumuskan pada Rakernas ini.

Kita sadari bersama bahwa akhir-akhir ini banyak khalayak yang sangat mengharapkan peranan Penataan Ruang baik secara nasional maupun lokal dapat memecahkan berbagai persoalan bangsa ini misalnya seperti penanganan permasalahan perbatasan wilayah negara kita dengan negara tetangga; kesenjangan pembangunan antar daerah; penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran kawasan perbatasan laut antar negara; pencurian sumberdaya alam yang semakin meningkat, alih fungsi lahan pertanian produktif yang semakin tinggi; penurunan daya dukung lingkungan; tuntutan pemekaran daerah yang berimplikasi pada eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tanpa penanganan yang arif dan bijaksana dari semua pihak terhadap isu-isu tersebut, akan menjadi ancaman potensial terhadap upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional, penyebab terjadinya konflik horizontal, pengingkaran terhadap keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas, yang pada gilirannya akan semakin menjauhkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, sebagaimana tujuan dari penetaan ruang itu sendiri.

Hadirin yang berbahagia,

Perkembangan penataan ruang di berbagai daerah akan selalu terpengaruh oleh perubahan kehidupan masyarakat yang dinamis baik secara ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Perubahan dinamis ini terjadi secara alamiah karena masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengapresiasikan kehidupannya dalam lingkungan tempat tinggalnya menurut perubahan zaman. Hal ini sekaligus menuntut pemerintah dan masyarakat perlu mengatur atau menata ruang yang terbatas secara tertib, terpadu, dan serasi serta berpihak pada masyarakat.

Permasalahan yang muncul ini seringkali tidak dapat diantisipasi oleh kegiatan tata ruang yang memiliki fungsi kendali atas pemanfaatan ruang dan kegiatan masyarakat. Koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan rencana tata ruang seringkali tidak diindahkan. Selain itu, penataan ruang tersebut pada umumnya bersifat terlalu makro, dan sulit diimplementasikan oleh masyarakat selaku pengguna dan pelaku pelaksanaan penataan ruang. Pada akhirnya pada tingkat pembangunan fisik di lapangan terjadi suatu kesenjangan dalam pemahaman dan dapat membuka peluang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap tata ruang. Unsur pengendalian dalam pemanfataan ruang baik di tingkat pengawasan maupun penertibannya, di Indonesia pada umumnya, belum melibatkan seluruh piranti kelembagaan secara penuh, baik kelembagaan formal maupun kelembagaan masyarakat. Hal ini memunculkan tumpang tindih pelaksanaan rencana tindak setiap Daerah sehingga tidak tercapainya pola dan struktur tata ruang kawasan yang diharapkan. Akibatnya penataan ruang yang ada kurang berfungsi karena tidak mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis. Untuk itu peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah perlu diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengendalian dalam rangka pemanfaatan tata ruang yang telah disepakati.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Seiring dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dan pembangunan yang berdampak pada tatanan dan sistem penataan ruang yang telah berjalan selama ini. Kenyataan ini disadari mengingat aspek pemerintahan, pembangunan dan penataan ruang sangat erat kaitannya satu dengan lainnya. Penataan ruang sebagai suatu kesatuan proses dan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam prakteknya tergantung dengan kewenangan Pemerintah dan sistem pembangunannya. Atas dasar itulah, dalam dinamika Otonomi Daerah, diperlukan paradigma baru sistem penataan ruang. Sebagai gambaran akan saya jelaskan beberapa aspek utama yang akan mewarnai paradigma baru sistem penataan ruang sebagai berikut :

1. Aspek Kesatuan Penataan; penataan ruang darat, laut, dan udara harus dalam satu kesatuan sistem yang diarahkan untuk memperkuat keutuhan NKRI serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Aspek Desentralisasi; titik berat otonomi yang berada di Daerah akan mendorong untuk malekasnakan kegiatan penataan ruang secara efektif mengingat kegiatan penataan ruang ke depan merupakan kebijakan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, berkualitas dan  berkelanjutan. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu indikator keberhasilan Kepala Daerah akan diukur dari kegiatan penataan ruang yang telah dilakukan Kepala Daerah;

3. Aspek Wilayah; dengan ditetapkannya kewenangan Daerah di wilayah laut maka kegiatan penataan ruang yang selama ini berorientasi pada wilayah daratan akan berubah orientasinya menjadi wilayah darat dan laut. Kenyataan ini menuntut adanya pendekatan secara spasifik di dalam mengatur ruang kelautan dan ruang daratan dalam suatu sistem penataan;

4. Aspek Standarisasi Penataan Ruang; dalam rangka melaksanakan kegiatan penataan ruang hendaknya mengikuti disiplin dan kaidah ilmu pengembangan wilayah yang pelaksanaannya memerlukan pengaturan tersendiri. Atas dasar itu, menurut hemat kami peranan Pemerintah Pusat ke depan dituntut untuk menghasilkan standarisasi kegiatan penataan ruang yang berfungsi sebagai acuan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, apabila suatu kawasan menurut norma dan kriteria termasuk kawasan lindung, maka Pemerintah Daerah supaya mencantukan kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayhnya masing-masing. Hal ini untuk menghindari tumpang-tindih dan perbedaan penafsiran yang akan merugikan satu kesatuan pandang di dalam pemanfaatan ruang secara Nasional dan bahkan dapat berakibat terganggunya kepentingan nasional.

5. Aspek Visi Ruang; pada kesempatan ini, saya ingin mengemukakan pentingnya visi dalam kegiatan penataan ruang. Visi merupakan gambaran apa yang diinginkan dimasa mendatang. Begitu pula, sebelum Pemerintah Daerah menyusun atau merevisi tata ruang wilayah, terlebih dahulu harus mampu merumuskan visi ruang ke depan. Artinya, wajah ruang yang diinginkan di masa yang akan datang harus terumuskan dengan baik. Berikutnya, visi ruang akan berfungsi sebagai arahan dan acuan yang menjiwai proses penyusunan rencana tata ruang yang berkelanjutan dan mampu menjawab dinamika perkembangan jaman. Untuk itu rencana tata ruang harus bersifat jangka panjang dan berorientasi minimal 20 tahun ke depan, namun mampu menampung dinamika masyarkat tanpa harus mengorbankan norma dan nilai-nilai kehidupan bangsa dan bernegara;

6. Aspek Peranserta Masyarakat; sebagaimana diketahui bersama bahwa peranan Pemerintah dalam kegiatan penataan ruang selama ini terlalu dominan, sedangkan pengembangan peranserta masyarakat masih minim. Untuk itu dalam penataan ruang, masyarakat harus menjadi pelaku utama, masyarakat dilibatkan secara aktf dan segenap produknya disosialisasikan kepada masyarakat.

Hadirin yang berbagaia,

Penyelenggaraan penataan ruang di daerah sering mengalami benturan dan konflik antar kepentingan yang mengakibatkan semakin sempitnya ruang-ruang publik yang ada seperti ruang terbuka hijau atau taman. Selain itu sering tidak adanya keterpaduan wujud antara bangunan dengan kehidupan budaya dan antara bangunan dengan lingkungan sekitar dan bentuk penyimpangan lain. Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan mulai mencapai taraf yang membahayakan, seperti tingkat pencemaran udara yang tinggi, timbunan sampah, banjir yang hampir terjadi di seluruh daerah, serta konflik pemanfaatan ruang.

Untuk mencegah timbulnya konflik pemanfaatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang antar wilayah terutama pada kawasan perbatasan, baik perbatasan antar Negara, perbatasan antar Propinsi maupun antar Kabupaten/Kota, maka pedoman penyerasian rencanaa tata ruang wilayah Propinsi, kabupaten, dan kota perlu selalu dikaji ulang baik peran maupun fungsinya.

Khusus perbatasan antar negara, agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam agar batas negara kita dengan negara tetangga dapat terpelihara dengan baik termasuk kelestarian sumber daya alamnya. Upaya merumuskan Kebijakan Nasional penyusunan kawasan perbatasan antar negara perlu mendapat prioritas dalam rangka menjadikan kawasan ini menjadi “beranda depan” negara.

Saya berharap dalam Rakernas ini dapat memberikan solusi alternatif yang terbaik dan mampu kita laksanakan bersama-sama sehingga batas negara termasuk sumberdaya alam yang ada di kawasan tersebut dapat terpelihara dengan baik. Begitu pula dengan pulau-pulau kecil dan terpencil yang terutama berada di perbatasan dengan negara tetangga.

Perkembangan yang ada saat ini, menuntut kita untuk mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak ke arah yang lebih kreatif dan dinamis, sehingga mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai konflik kepentingan, tuntutan kebutuhan sesuai dengan ruang dan waktu. Perubahan pola pikir, pola sikap dan tindak seperti itu menuntut suatu pembangunan yang berkelanjutan, demokratisasi tata ruang, cara-cara inovatif, desentralisasi, serta pembangunan yang berbasis masyarakat. Selain itu, perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan juga harus tampak dalam sistem penilaian, norma dan kebutuhan baik pada kalangan masyarakat umunya maupun pada pelaku pembangunan lainnya, antara lain dengan mengantisipasi dampak globalisasi, urbanisasi dan ekologi, yang dapat berakibat pada masalah melemahnya identitas atau jatidiri kawasan, kota, wilayah, bangsa dan negara. Keterlibatan dan keterpaduan antar sektor yang terkait dalam penataan ruang sungguh sangat diperlukan sehingga dapat meminimalkan konflik yang merugikan semua pihak dan merugikan kepentingan nasional dalam rangka keutuhan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Permasalahan yang timbul dalam penataan ruang ini pada dasarnya disebabkan karena masih kurangnya perhatian atau program pembangunan kita yang mengarah kepada pemanfaatan ruang secara benar dan konsisten serta sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat, potensi sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam rangka penataan ruang secara berkelanjutan dan lestari, maka semua perencanaan program pembangunan baik di Pusat, Daerah, dan masyarakat agar mengacu pada tata ruang yang telah disepakati.

Keadaan ini menuntut perlunya persamaan persepsi penataan ruang antar wilayah dengan cara menata atau menempatkan kembali sistem dan pola pemanfaatan ruang baru sesuai dengan karakteristik potensi alam, aspirasi masyarakat, arus globalisasi dan keinginan mewujudkan pemerintahan dan aparatur yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan kedudukan, peranan dan materi kegiatan penataan tuang sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita kita bersama sebagaimana yang telah diuraikan, tentunya upaya tersebut harus didukung oleh adanya ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing, sarana dan prasarana yang memadai, kelembagaan yang profesional dan mandiri, keikutsertaan secara aktif dari masyarakat serta pelaksanaan sanksi yang diterapkan secara adil dan konsisten sehingga tercipta suatu produk penataan ruang yang lebih mantap, berhasil guna dan berdaya guna berdaya saing sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Saya menyadari bahwa peran Gubernur dalam penyelenggaraan penataan ruang di Daerah sangat penting dan strategis sebagaimana telah saya sampaikan di atas. Untuk itu perlu dipikirkan adanya suatu kebijakan yang memberikan kewenangan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pengendalian dan memaduserasikan secara sinergis rencana tata ruang terutama kaitannya dengan kepentingan ruang nasional dengan ruang Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, melalui forum Rakernas yang berbahagia ini saya menghimbau agar ke depan dilakukan :

a. Redefinisi Penyelenggaraan Penataan Ruang antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Redefinisi tugas tersebut terutama diarahkan pada tugas-tugas penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sampai saat ini belum diserahkan atau belum secara jelas diserahkan kepada Gubernur.

b. Perbaikan mekanisme dan sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memberikan peran yang lebih besar kepada Gubernur untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.

Saudara-saudara,

Demikianlah yang dapat Saya sampaikan dalam forum Rakernas ini. Semoga dapat bermanfaat guna merumuskan perkuatan peran daerah dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah dan sekaligus mampu memberikan makna dalam menempatkan penataan ruang sebagai landasan untuk memperkuat keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya dengan mengucapkan Bissmillahhirrahmanirrahim Saya nyatakan Rapat Kerja Nasional BKTRN secara resmi dibuka.

Terima Kasih, 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
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